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ABSTRAK	

Penyelenggaraan	pelatihan	publik	menuntut	penerapan	prinsip-prinsip	good	governance	
agar	layanan	yang	diberikan	berjalan	secara	transparan,	akuntabel,	efektif,	dan	efisien.	
Pusat	 Pelatihan	 SDM	 Pengadaan	 Barang/Jasa	 (Puslat	 SDM	 PBJ)	 Lembaga	 Kebijakan	
Pengadaan	Barang/Jasa	Pemerintah	(LKPP)	berperan	sebagai	penyelenggara	pelatihan	
publik	 di	 bidang	 pengadaan	 barang/jasa	 pemerintah.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	
menganalisis	 penerapan	 prinsip-prinsip	 good	 governance	 dalam	 penyelenggaraan	
pelatihan	publik	oleh	Puslat	SDM	PBJ	LKPP.	Penelitian	ini	menggunakan	metode	kualitatif	
deskriptif	 melalui	 studi	 dokumentasi	 terhadap	 regulasi,	 website	 LKPP,	 dan	 laporan	
kegiatan.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	Puslat	SDM	PBJ	LKPP	telah	menerapkan	
prinsip	 transparansi	 melalui	 keterbukaan	 informasi	 pelatihan,	 prinsip	 akuntabilitas	
melalui	 sistem	manajemen	mutu	 dan	 pelaporan	 kinerja,	 serta	 prinsip	 efektivitas	 dan	
efisiensi	 melalui	 pemanfaatan	 pembelajaran	 daring	 dan	 blended	 learning.	 Penerapan	
prinsip-prinsip	tersebut	menjadikan	penyelenggaraan	pelatihan	publik	lebih	terstandar	
dan	 dapat	 dipertanggungjawabkan.	 Dengan	 demikian,	 Puslat	 SDM	 PBJ	 LKPP	
mencerminkan	 praktik	 good	 governance	 dalam	 penyelenggaraan	 layanan	 pelatihan	
publik.	

Kata	 Kunci:	 Good	 Governance;	 Pelatihan;	 Puslat	 SDM	 PBJ;	 Pengadaan	 Barang/Jasa	
Pemerintah	

PENDAHULUAN	

Pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah	 merupakan	 salah	 satu	
instrumen	 strategis	 dalam	
penyelenggaraan	 pemerintahan	 yang	
berperan	 langsung	 dalam	 mendukung	
pembangunan	 nasional	 dan	 pelayanan	
publik.	 Tata	 kelola	 pengadaan	 yang	
dilaksanakan	 secara	 transparan,	
akuntabel,	 serta	 efisien	 menjadi	
prasyarat	 penting	 dalam	 mewujudkan	
good	 governance,	 karena	 pengadaan	
berkaitan	 langsung	dengan	penggunaan	
sumber	 daya	 publik	 dan	 kepentingan	
masyarakat	luas	(Putri	&	Marzuki,	2024).	
Oleh	karena	itu,	pengadaan	barang/jasa	
pemerintah	 tidak	 dapat	 dipahami	
semata-mata	 sebagai	 aktivitas	 teknis	

administratif,	melainkan	sebagai	bagian	
dari	 pelaksanaan	 fungsi	 pemerintahan	
dan	implementasi	kebijakan	publik.	

Berbagai	 kajian	 sebelumnya	
menunjukkan	bahwa	penerapan	prinsip	
good	 governance	 dalam	 pengadaan	
barang/jasa	 pemerintah	menjadi	 faktor	
penting	 dalam	 meningkatkan	
akuntabilitas	 dan	 transparansi	 proses	
pengadaan.	 Nugraha	 dan	 Midhol	
(Nugraha	&	Midhol,	 2024)	menjelaskan	
bahwa	 penerapan	 prinsip	 transparansi	
dan	 akuntabilitas	 melalui	 sistem	
pengadaan	 yang	 terstruktur	 mampu	
meningkatkan	 kepercayaan	 publik	
terhadap	 penyelenggaraan	
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pemerintahan.	 Dwiyanto	 (Dwiyanto,	
2011,	 2021)	 menekankan	 bahwa	
transparansi	 dan	 akuntabilitas	
merupakan	 prinsip	 utama	 dalam	 tata	
kelola	 pemerintahan	 yang	 baik,	
termasuk	 dalam	 proses	 pengadaan	
barang/jasa.	 UNDP	 (UNDP,	 1997)	 juga	
menegaskan	 bahwa	 good	 governance	
menuntut	 adanya	 efektivitas,	 efisiensi,	
serta	 akuntabilitas	 dalam	 pelaksanaan	
kebijakan	 publik.	 Penelitian	 terkait	
pengadaan	 barang/jasa	 pemerintah	
umumnya	 lebih	 berfokus	 pada	 aspek	
regulasi	dan	sistem	pengadaan.	Namun,	
kajian	 yang	 menempatkan	
pengembangan	 sumber	 daya	 manusia	
aparatur,	 khususnya	 melalui	 pelatihan,	
sebagai	 strategi	 kelembagaan	 dalam	
mendukung	 penerapan	 prinsip	 good	
governance	 masih	 terbatas	 (Grindle,	
1997;	Sedarmayanti,	2017).	

	Kajian-kajian	tersebut	umumnya	
lebih	 menitikberatkan	 pada	 aspek	
sistem,	 regulasi,	 dan	 mekanisme	
pengadaan,	 serta	 belum	 banyak	
mengulas	peran	pengembangan	sumber	
daya	manusia	 aparatur	 sebagai	 strategi	
kelembagaan	 dalam	 mendukung	 tata	
kelola	pemerintahan	yang	baik.	

Dalam	 perspektif	 administrasi	
dan	Ilmu	Pemerintahan,	kualitas	sumber	
daya	 manusia	 aparatur	 merupakan	
faktor	 kunci	 dalam	 menentukan	
keberhasilan	 implementasi	 kebijakan	
publik.	 Aparatur	 yang	 profesional	 dan	
kompeten	 akan	 lebih	 mampu	
menjalankan	tugas	pemerintahan	sesuai	
dengan	prinsip	efektivitas,	efisiensi,	dan	
akuntabilitas	 (Daniel,	 2023).	
Pengembangan	 kapasitas	 aparatur	
melalui	 pelatihan	 dipandang	 sebagai	
salah	 satu	 instrumen	 penting	 untuk	
memperkuat	 kapasitas	 negara	 (state	
capacity)	dan	meningkatkan	kualitas	tata	
kelola	pemerintahan	(Mulanda	&	Adnan,	
2023).	

Lembaga	 Kebijakan	 Pengadaan	
Barang/Jasa	Pemerintah	(LKPP)	sebagai	
lembaga	 pemerintah	 nonkementerian	
memiliki	 mandat	 strategis	 dalam	
merumuskan	 dan	 melaksanakan	
kebijakan	 pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah	 secara	 nasional.	 Salah	 satu	
fungsi	 utama	 LKPP	 adalah	
pengembangan	 kapasitas	 sumber	 daya	
manusia	 pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah,	 yang	 dilaksanakan	 melalui	
Pusat	 Pelatihan	 Sumber	 Daya	 Manusia	
Pengadaan	 Barang/Jasa	 (Puslat	 SDM	
PBJ)	 (LKPP,	 2024).	 Melalui	 berbagai	
program	 pelatihan	 dan	 sertifikasi	
kompetensi,	 Puslat	 SDM	 PBJ	 berperan	
sebagai	 instrumen	 kelembagaan	
pemerintah	 dalam	 meningkatkan	
profesionalisme	 aparatur	 pengadaan,	
yang	 pada	 akhirnya	 diharapkan	 dapat	
mendukung	 penerapan	 prinsip	 good	
governance	 dalam	 penyelenggaraan	
pengadaan	barang/jasa	pemerintah.	

Meskipun	 pelatihan	 SDM	
pengadaan	 barang/jasa	 telah	 banyak	
dibahas	 dalam	 konteks	 peningkatan	
kompetensi	aparatur,	kajian	yang	secara	
khusus	 mengaitkan	 strategi	
pengembangan	 SDM	 pengadaan	
barang/jasa	 dengan	 prinsip	 good	
governance	 dalam	 perspektif	 Ilmu	
Pemerintahan	 masih	 relatif	 terbatas.	
Sebagian	 besar	 penelitian	 sebelumnya	
lebih	berfokus	pada	implementasi	teknis	
pengadaan	 atau	 evaluasi	 sistem	
pengadaan,	sehingga	belum	sepenuhnya	
menempatkan	 pengembangan	 SDM	
sebagai	 bagian	 dari	 pelaksanaan	 fungsi	
pemerintahan	dan	strategi	kelembagaan	
negara	(Aprizal	&	Purba,	2024).	

Berdasarkan	 uraian	 tersebut,	
penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	
menganalisis	 strategi	 pengembangan	
sumber	 daya	 manusia	 pengadaan	
barang/jasa	 pemerintah	 yang	
dilaksanakan	oleh	Puslat	SDM	PBJ	LKPP	
serta	keterkaitannya	dengan	penerapan	
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prinsip-prinsip	 good	 governance.	
Penelitian	 ini	 menggunakan	 kerangka	
teori	 good	 governance,	 pengembangan	
kapasitas	 aparatur,	 dan	 implementasi	
kebijakan	 publik	 untuk	 memahami	
peran	 lembaga	 pemerintah	 dalam	
memperkuat	 tata	 kelola	 pengadaan	
barang/jasa	pemerintah.	

METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	
pendekatan	 kualitatif	 deskriptif.	
Pendekatan	 ini	 dipilih	 untuk	
menggambarkan	 dan	 menganalisis	
strategi	 pengembangan	 sumber	 daya	
manusia	 pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah	 yang	 dilaksanakan	 oleh	
Puslat	SDM	PBJ	LKPP	dalam	mendukung	
penerapan	prinsip	good	governance.	

Subjek	 penelitian	 dalam	
penelitian	 ini	 adalah	 lembaga	
pemerintah,	 yaitu	 Pusat	 Pelatihan	
Sumber	 Daya	 Manusia	 Pengadaan	
Barang/Jasa	 (Puslat	 SDM	 PBJ)	 LKPP.	
Bahan	penelitian	berupa	dokumen	resmi	
yang	 berkaitan	 dengan	 pengembangan	
SDM	 pengadaan	 barang/jasa,	 seperti	
regulasi	 pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah,	modul	dan	materi	pelatihan,	
laporan	 kegiatan	 pelatihan,	 serta	
publikasi	resmi	LKPP.	

Teknik	 pengumpulan	 data	
dilakukan	 melalui	 studi	 dokumentasi,	
yaitu	 dengan	 menelaah	 dan	 mengkaji	
dokumen-dokumen	yang	relevan	dengan	
fokus	 penelitian.	 Teknik	 ini	 digunakan	
karena	 penelitian	 tidak	 melibatkan	
pengumpulan	 data	 primer	 melalui	
wawancara	atau	kuesioner.	

Analisis	 data	 dilakukan	 secara	
kualitatif	 deskriptif	 dengan	mengaitkan	
data	 dan	 informasi	 yang	 diperoleh	 dari	
dokumen	 dengan	 kerangka	 teori	 good	
governance.	 Analisis	 difokuskan	 pada	
keterkaitan	 antara	 strategi	

pengembangan	 SDM	 melalui	 pelatihan	
dengan	prinsip-prinsip	good	governance.	
Prinsip	good	governance	yang	digunakan	
dalam	 penelitian	 ini	 mengacu	 pada	
konsep	 yang	 dikemukakan	 oleh	 United	
Nations	 Development	 Programme	
(UNDP),	 yang	 menekankan	 pada	
akuntabilitas,	 transparansi,	 efektivitas	
dan	 efisiensi,	 serta	 profesionalisme	
aparatur	 dalam	 penyelenggaraan	
pemerintahan	 (UNDP,	 1997).	 Dalam	
penelitian	 ini,	 prinsip-prinsip	 tersebut	
digunakan	 sebagai	 kerangka	 analisis	
untuk	 menelaah	 tata	 kelola	 sistem	
pengembangan	 SDM	 pengadaan	
barang/jasa	di	Puslat	SDM	PBJ	LKPP.	

Adapun	profesionalisme	aparatur	
diposisikan	 sebagai	 indikator	 keluaran	
(output)	 dari	 penerapan	 prinsip	 good	
governance	 tersebut,	 yang	 tercermin	
melalui	 peningkatan	 kompetensi,	 etika,	
dan	tanggung	jawab	aparatur	pengadaan	
dalam	 menjalankan	 tugasnya.	
Pendekatan	 ini	 sejalan	 dengan	
pandangan	 (Dwiyanto,	 2021)	 yang	
menempatkan	profesionalisme	aparatur	
sebagai	 hasil	 dari	 tata	 kelola	
pemerintahan	yang	baik	dalam	konteks	
administrasi	 publik	 dan	 pelayanan	
publik	di	Indonesia.	

	

Table	1.Kerangka	Analisis	Penelitian	

Fokus	
Analisis	 Indikator	 Sumbìer	

Data	

Tìekni
k	

Analis
is	

Stratìegi	
Pìengìem
bangan	
SDM	PBJ	

Jìenis	
pìelatihan	
pìengada
an	
barang/j
asa	

Modul	
pìelatih
an	
Puslat	
SDM	
PBJ	
LKPP	

Anali
sis	
dìeskr
iptif	
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Tujuan	
dan	
sasaran	
pìelatihan	

Dokumì

en	
progra
m	dan	
lapora
n	
kìegiata
n	

Anali
sis	
dìeskr
iptif	

	
Prosìes	
pìelaksan
aan	
pìealtihan	

Pandu
an	dan	
lapora
n	
pìelaks
anaan	
pìelatih
an	

Anali
sis	
dìeskr
iptif	

Prinsip	
Good	
Govìerna
ncìe	 Akuntabi

litas	

Rìegula
si	PBJ	
dan	
litìeratu
r	good	
govìern
ancìe	

Anali
sis	
tìeorit
ik	

	

Transpar
ansi	

Dokumì

en	
kìebijak
an	dan	
publik
asi	
rìesmi	

Anali
sis	
tìeorit
ik	

	

Efìektivit
as	dan	
ìefisiìensi	

Lapora
n	
ìevalua
si	
pìelatih
an	

Anali
sis	
tìeorit
ik	

Output	
Pìengìem
bangan	
SDM	PBJ	 Profìesion

alismìe	
aparatur	

Modul	
kompìe
tìensi	
dan	
standa
r	
pìelatih
an	

Anali
sis	
tìeorit
ik	

Sumbìer:	Data	diolah	pìenulis	(2026)	

	

HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

A. Gambaran	 Umum	 Puslat	 SDM	
PBJ	LKPP	

Pusat	 Pìelatihan	 Sumbìer	 Daya	
Manusia	Pìengadaan	Barang/Jasa	(Puslat	
SDM	PBJ)	mìerupakan	unit	kìerja	ìesìelon	II	
di	bawah	Lìembaga	Kìebijakan	Pìengadaan	
Barang/Jasa	 Pìemìerintah	 (LKPP)	 yang	
bìerpìeran	 stratìegis	 dalam	
pìengìembangan	 kapasitas	 aparatur	
pìengadaan	 di	 Indonìesia	 (PP	 No	 106,	
2007).	 Dalam	 struktur	 kìelìembagaan	
LKPP,	Puslat	SDM	PBJ	bìerfungsi	sìebagai	
pìelaksana	tìeknis	pìenguatan	kompìetìensi	
aparatur	pìengadaan	mìelalui	pìendidikan,	
pìelatihan,	dan	sìertifikasi,	baik	di	tingkat	
pusat	 maupun	 daìerah	 (PLKPP	 No	 6,	
2021).	

Dalam	 pìerspìektif	 administrasi	
publik,	 Puslat	 SDM	PBJ	 dapat	 dipahami	
sìebagai	 bagian	 dari	 upaya	 pìenguatan	
kapasitas	 nìegara	 (statìe	 capacity)	 di	
bidang	 pìengadaan	 barang/jasa.	 Mìelalui	
pìenyusunan	 kurikulum	 pìelatihan,	
pìengìembangan	 modul	 bìerbasis	
intìegritas,	 sìerta	 pìelaksanaan	 sìertifikasi	
kompìetìensi	 bagi	 aktor	 pìengadaan	
sìepìerti	Pìejabat	Pìembuat	Komitmìen	dan	
Pìejabat	 Pìengadaan,	 unit	 ini	
bìerkontribusi	 langsung	 dalam	
mìemastikan	 profìesionalismìe	 aparatur	
pìengadaan.	Pìendìekatan	ini	mìenìegaskan	
bahwa	 pìenguatan	 sistìem	 pìengadaan	
tidak	 hanya	 bìergantung	 pada	 rìegulasi	
dan	 tìeknologi,	 tìetapi	 juga	pada	kualitas	
sumbìer	 daya	 manusia	 yang	
mìenjalankannya	 (Larasati	 &	 Pìerkasa,	
2025).	

Sìelain	 pìengìembangan	
kompìetìensi	tìeknis,	Puslat	SDM	PBJ	 juga	
bìerpìeran	dalam	mìenanamkan	nilai-nilai	
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tata	 kìelola	 pìemìerintahan	 yang	 baik	
(good	 govìernancìe)	 mìelalui	 intìegrasi	
prinsip	 transparansi,	 akuntabilitas,	 dan	
intìegritas	dalam	matìeri	pìelatihan.	Upaya	
tìersìebut	 mìenjadi	 bagian	 dari	 stratìegi	
mitigasi	 risiko	 pìenyimpangan	 dalam	
pìengadaan	 barang/jasa.	 Dìengan	
dìemikian,	 Puslat	 SDM	 PBJ	 bìerfungsi	
sìebagai	 instrumìen	 stratìegis	 dalam	
mìembangun	 ìekosistìem	pìengadaan	yang	
profìesional,	 bìerìetika,	 dan	 bìeroriìentasi	
pada	kìepìentingan	publik.	

Pìengìembangan	 sumbìer	 daya	
manusia	 pìengadaan	 barang/jasa	
mìemìerlukan	 dìesain	 pìelatihan	 yang	
tìerìencana	 dan	 sistìematis,	 mìengingat	
aparatur	 pìengadaan	 mìemiliki	 latar	
bìelakang,	pìeran,	dan	tingkat	pìengalaman	
yang	 bìeragam.	 Olìeh	 karìena	 itu,	 LKPP	
mìelalui	 Puslat	 SDM	 PBJ	 mìenìerapkan	
skìema	 pìelatihan	 yang	 bìerjìenjang	 dan	
flìeksibìel	 agar	 pìengìembangan	
kompìetìensi	 dapat	 disìesuaikan	 dìengan	
kìebutuhan	 aparatur,	 sìekaligus	
mìendukung	 profìesionalismìe,	 intìegritas,	
dan	 kìemampuan	 adaptasi	 tìerhadap	
pìerubahan	rìegulasi	sìerta	pìerkìembangan	
tìeknologi	 pìengadaan	 (Nurhikmahyanti,	
2024).	

Bìerdasarkan	 hasil	 pìenìelitian,	
pìelatihan	 SDM	 PBJ	 di	 LKPP	
dikìelompokkan	 kìe	 dalam	 tiga	 jìenis	
utama,	yaitu	pìelatihan	tìematik,	pìelatihan	
ìekosistìem,	 dan	 pìelatihan	 okupasi.	
Pìelatihan	 tìematik	 difokuskan	 pada	 isu	
atau	 kìebutuhan	 aktual	 pìengadaan,	
sìepìerti	pìengìenalan	dasar	pìengadaan	dan	
pìenguatan	intìegritas,	sìehingga	bìerpìeran	
dalam	 mìembangun	 pìemahaman	
normatif	 sìekaligus	 kìesadaran	 ìetis	
aparatur.	Pìelatihan	ìekosistìem	diarahkan	
untuk	 mìenyamakan	 pìersìepsi	 dan	
pìemahaman	 lintas	 aktor	 pìengadaan,	
tìermasuk	 aparatur	 non-tìeknis,	 guna	
mìempìerjìelas	pìeran	dan	tanggung	jawab	
sìerta	mìenanamkan	prinsip	transparansi	
dan	 akuntabilitas	 dalam	 tata	 kìelola	

pìengadaan.	 Sìemìentara	 itu,	 pìelatihan	
okupasi	 dirancang	 sìecara	 lìebih	
mìendalam	 dan	 bìerjìenjang	 bìerbasis	
jabatan	 untuk	 mìembìentuk	 kompìetìensi	
profìesional	 aparatur	 pìengadaan,	
tìermasuk	 kìemampuan	 pìengambilan	
kìeputusan,	 manajìemìen	 risiko,	 dan	
pìemahaman	 tanggung	 jawab	 hukum	
(Kapuslat,	2025).	

Sìelain	 pìengìelompokan	
bìerdasarkan	jìenis	pìelatihan,	Puslat	SDM	
PBJ	 LKPP	 juga	 mìenìerapkan	 variasi	
bìentuk	 dan	 mìetodìe	 pìembìelajaran.	
Bìentuk	pìelatihan	mìeliputi	pìembìelajaran	
daring,	 kìelas	 virtual	 intìeraktif,	 tatap	
muka,	 sìerta	 pìembìelajaran	 bìerbasis	
praktik	sìepìerti	studi	kasus	dan	simulasi.	
Adapun	 mìetodìe	 pìelatihan	 yang	
digunakan	 tìerdiri	 atas	 mìetodìe	 Massivìe	
Opìen	 Onlinìe	 Coursìe	 (MOOC)	 dan	
blìendìed	 lìearning.	 Kombinasi	 jìenis,	
bìentuk,	 dan	 mìetodìe	 pìelatihan	 tìersìebut	
mìenunjukkan	 bahwa	 pìengìembangan	
SDM	 PBJ	 di	 LKPP	 dirancang	 sìecara	
adaptif	untuk	mìenjangkau	pìesìerta	yang	
bìeragam	 sìekaligus	 mìemastikan	
ìefìektivitas	 pìeningkatan	 kompìetìensi	
aparatur.	 Ringkasan	 mìengìenai	 jìenis,	
bìentuk,	 dan	mìetodìe	 pìelatihan	 SDM	PBJ	
di	LKPP	disajikan	pada	Tabìel	2.	

	

Tabìel	2.	Jìenis,	Bìentuk,	dan	Mìetodìe	
Pìelatihan	SDM	PBJ	LKPP	

Jìenis	
Pìelat
ihan	

Fokus	
Utam
a	

Cont
oh	
Pro
gra
m	

Bìentuk	
Pìelatih
an	

Mìeto
dìe	
Pìela
tiha
n	

Pìelat
ihan	
Tìem
atik	

Isu	
spìesifi
k	dan	
kìebut
uhan	
aktual	

PBJ	
Lìevìe
l	1,	
AKP
K	

Kìelas	
daring,	
kìelas	
virtual,	
studi	
kasus	

MOO
C	
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pìenga
daan	

Pìelat
ihan	
Ekosi
stìem	

Pìenya
maan	
pìersìe
psi	
dan	
pìema
hama
n	
lintas	
pìeran	

PUK,	
PUN
K	

Kìelas	
daring,	
diskusi	
kìelomp
ok	

MOO
C	

Pìelat
ihan	
Okup
asi	

Kompì

etìensi	
bìerba
sis	
jabata
n	dan	
jìenjan
g	
karir	

PPK	
Tipìe	
A-C,	
PP,	
JF,	
PPBJ	

Kìelas	
daring/
virtual,	
tatap	
muka,	
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Sumbìer;	Data	diolah	pìenulis	
bìerdasarkan	data	dan	dokumìen	Puslat	

SDM	PBJ	LKPP	

Bìerdasarkan	 Tabìel	 2	 dapat	
dikìetahui	 bahwa	 Puslat	 SDM	 PBJ	 LKPP	
mìenìerapkan	pìendìekatan	pìengìembangan	
SDM	yang	bìerjìenjang	dan	bìerkìelanjutan.	
Pìelatihan	 tìematik	 dan	 ìekosistìem	
bìerfungsi	 sìebagai	 fondasi	 pìemahaman	
dan	 pìenyamaan	 pìersìepsi,	 sìedangkan	
pìelatihan	 okupasi	 bìerpìeran	 dalam	
pìenguatan	 profìesionalismìe	 aparatur	
pìengadaan	 sìesuai	 jabatan	 dan	 jìenjang	
kariìernya.	 Variasi	 bìentuk	 dan	 mìetodìe	
pìelatihan	yang	ditìerapkan	mìenunjukkan	
upaya	 LKPP	 dalam	 mìeningkatkan	
kapasitas	 aparatur	 pìengadaan	 sìecara	
flìeksibìel,		 ìefìektif,	 dan	 sìelaras	 dìengan	
prinsip	prinsip	good	govìernancìe.	

	

B. Good	 Govìernancìe	 dalam	
Pìengìembangan		SDM	PBJ	

Stratìegi	 pìengìembangan	 SDM	
pìengadaan	 barang/jasa	 di	 LKPP	 tidak	
hanya	 diklasifikasikan	 bìerdasarkan	
jìenis,	 bìentuk,	 dan	 mìetodìe	 pìelatihan,	
tìetapi	 juga	 tìerlihat	 dari	 bagaimana	
prosìes	 pìelatihan	 itu	 dirancang	 dan	
dijalankan	 sìecara	 tìeratur.	 Prosìes	
pìenyìelìenggaraan	 pìelatihan	 SDM	 PBJ	 di	
Puslat	 SDM	 PBJ	 LKPP	 dilaksanakan	
mìelalui	suatu	siklus	yang	tìerstruktur	dan	
bìerkìelanjutan	 yang	 mìeliputi	 tahap	
pìerìencanaan,	pìelaksanaan,	dan	 ìevaluasi.	
Hal	 ini	 mìenunjukkan	 bahwa	 LKPP	
mìemposisikan	pìelatihan	bukan	 sìekadar	
kìegiatan	 administratif,	 tìetapi	 sìebagai	
instrumìen	 stratìegis	 untuk	 mìembangun	
aparatur	 pìengadaan	 yang	 profìesional	
dan	bìerintìegritas.	Alur	pìenyìelìenggaraan	
pìelatihan	 tìersìebut	 dapat	 dilihat	 pada	
Gambar	1.	

Gambar	1.	Siklus	Prosìes	
Pìenyìelìenggaraan	Pìelatihan	SDM	PBJ	di	

Puslat	SDM	PBJ	LKPP	

Sumbìer:	Diolah	pìenìeliti	
bìerdasarkan	hasil	pìenìelitian	(2026)	

Tahap	 awal	 dalam	 prosìes	 ini	
adalah	 pìerìencanaan,	 LKPP	 mìenyusun	
program	 pìelatihan	 dìengan	
mìempìertimbangkan	 kìebutuhan	
kompìetìensi	 aparatur	 di	 bìerbagai	
instansi,	pìerubahan	rìegulasi	pìengadaan,	
sìerta	 hasil	 ìevaluasi	 pìelatihan	
sìebìelumnya.	 Pìerìencanaan	 ini	
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diwujudkan	dalam	pìenyusunan	rìencana	
tahunan	 pìelatihan,	 pìenìetapan	 sasaran	
pìesìerta,	sìerta	pìengìembangan	kurikulum	
dan	 matìeri	 ajar.	 Dari	 sisi	 tata	 kìelola,	
langkah	 ini	mìencìerminkan	 upaya	 LKPP	
untuk	 mìemastikan	 bahwa	 layanan	
pìelatihan	 bìenar-bìenar	 rìelìevan	 dìengan	
kìebutuhan	 lapangan	 dan	 tidak	 disusun	
sìecara	 asal-asalan.	 Artinya,	 LKPP	
bìerpìeran	 aktif	 sìebagai	 pìengarah	
kìebijakan	 pìengìembangan	 SDM	 PBJ,	
bukan	 hanya	 sìebagai	 pìenyìelìenggara	
tìeknis	pìelatihan.	

Tahap	 bìerikutnya	 adalah	 tahap	
pìelaksanaan,	 pìeran	 LKPP	 tìerlihat	 dari	
pìengaturan	 sistìem	 layanan	 pìelatihan	
yang	 flìeksibìel	 dan	 tìerstandar.	 Mìelalui	
platform	 digital	 dan	 Lìearning	
Managìemìent	 Systìem	 (LMS),	 LKPP	
mìenyìediakan	 aksìes	 pìelatihan	 yang	
tìerbuka	 bagi	 aparatur	 di	 bìerbagai	
daìerah,	 sìepìerti	 mìetodìe	 pìembìelajaran	
daring	 Massivìe	 Opìen	 Onlinìe	 Coursìe	
(MOOC).	 Mìetodìe	 tìersìebut	 digunakan	
untuk	 mìembìerikan	 flìeksibilitas	 kìepada	
pìesìerta	 dalam	mìengikuti	 matìeri	 sìecara	
mandiri	mìelalui	platform	digital.	Matìeri	
pìelatihan	 dalam	 modìel	 ini	 disusun	
sìedìemikian	 rupa	 agar	 pìesìerta	 dapat	
mìengaksìes	 vidìeo,	 modul	 digital,	 kuis,	
dan	 forum	 diskusi	 sìecara	 ìefìektif.	
Pìenggunaan	MOOC	 juga	 sìejalan	 dìengan	
upaya	 digitalisasi	 pìembìelajaran	 yang	
mìenjadi	 bagian	 dari	 stratìegi	
pìengìembangan	kompìetìensi	SDM	PBJ.	

Sìemìentara	 itu,	 untuk	 pìelatihan	
yang	mìembutuhkan	pìendalaman	matìeri,	
praktik	 intìensif,	dan	 intìeraksi	 langsung,	
sìepìerti	 mìetodìe	 blìendìed	 lìearning	
ditìerapkan.	 Modìel	 blìendìed	 lìearning	 ini	
mìenggabungkan	 pìembìelajaran	 daring	
dìengan	sìesi	tatap	muka	atau	kìelas	virtual	
intìeraktif	yang	difasilitasi	fasilitator	atau	
widyaiswara.	 Dalam	 pìendìekatan	 ini,	
pìesìerta	mìempìelajari	matìeri	dasar	sìecara	
mandiri	tìerlìebih	dahulu	mìelalui	platform	
onlinìe,	kìemudian	mìengikuti	sìesi	diskusi,	

studi	 kasus,	 simulasi,	 atau	 ìevaluasi	
kompìetìensi	sìecara	langsung.	Dìengan	ini,	
prosìes	 pìendaftaran,	 kìeikutsìertaan,	
hingga	kìelulusan	pìesìerta	dapat	dipantau	
sìecara	 daring,	 sìehingga	 mìeminimalkan	
praktik	 tidak	 prosìedural	 dan	
mìeningkatkan	 kìetìerlacakan	 prosìes	
pìelatihan,	 bukan	 hanya	 soal	 ìefisiìensi	
pìembìelajaran,	 tìetapi	 juga	 bagian	 dari	
stratìegi	 tata	kìelola	 layanan	publik	yang	
lìebih	 modìern,	 transparan,	 dan	 mudah	
diaksìes.	

Sìetìelah	 pìelaksanaan,	 tahap	
ìevaluasi	 mìenjadi	 bagian	 pìenting	 untuk	
mìengukur	 ìefìektivitas	 pìelatihan	 dan	
kìebutuhan	 pìerbaikan	 di	 masa	 dìepan.	
Evaluasi	 tìerhadap	 pìesìerta	 dapat	
dilakukan	 mìelalui	 kuis,	 tugas,	 ujian	
akhir,	atau	pìenilaian	praktik,	sìedangkan	
ìevaluasi	 tìerhadap	 pìenyìelìenggaraan	
mìencakup	 pìenilaian	 kualitas	 matìeri,	
mìetodìe	 pìembìelajaran,	 pìenggunaan	
tìeknologi,	sìerta	kinìerja	instruktur.	Hasil	
ìevaluasi	 ini	 mìenjadi	 dasar	 rìevisi	 dan	
pìenyìempurnaan	 program	 pìelatihan	
bìerikutnya	 sìehingga	 kualitas	
pìenyìelìenggaraan	 tìerus	mìeningkat	 (Fico	
O,	Banuara,	2025).	Sìelain	itu,	pìencapaian	
indikator	 pìelatihan	 sìepìerti	 jumlah	
pìesìerta,	 kìebìerhasilan	 pìenyìelìesaian	
kursus,	 dan	 umpan	 balik	 pìesìerta	
dijadikan	 sìebagai	 salah	 satu	 komponìen	
dalam	 laporan	 tahunan	Puslat	 SDM	PBJ	
untuk	pìemantauan	kinìerja	kìelìembagaan	
sìecara	lìebih	luas.	

Jika	 dilihat	 lìebih	 jauh,	
kìesìeluruhan	 prosìes	 tìersìebut	
mìempìerlihatkan	 bahwa	 pìengìembangan	
SDM	 Pìengadaan	 Barang/Jasa,	 LKPP	
mìelalui	 Puslat	 SDM	 PBJ	 tidak	 hanya	
bìerpìeran	 sìebagai	 pìenyìelìenggara	
pìelatihan,	 tìetapi	 juga	 sìebagai	 pìengìelola	
layanan	publik	yang	harus	tunduk	pada	
prinsip-prinsip	good	govìernancìe.	Dalam	
pìerspìektif	 administrasi	 publik,	
pìengìembangan	 SDM	 PBJ	 diposisikan	
sìebagai	 bagian	 dari	 tata	 kìelola	
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pìemìerintahan	 yang	 mìenuntut	
transparansi,	 akuntabilitas,	 ìefìektivitas,	
ìefisiìensi,	 sìerta	 kìepatuhan	 tìerhadap	
rìegulasi	 dalam	 sìetiap	 tahapan	
pìenyìelìenggaraannya	 (Pratama	 ìet	 al.,	
2025).	 Prinsip-prinsip	 tìersìebut	
tìercìermin	dalam	cara	LKPP	mìerancang,	
mìenjalankan,	dan	mìengìevaluasi	layanan	
pìelatihan	aparatur.	Pìenìerapannya	dapat	
dijìelaskan	 mìelalui	 bìebìerapa	 aspìek	
bìerikut:		

a. Transparansi	

Prinsip	 transparansi	
tìerlihat	 dari	 kìetìerbukaan	 LKPP	
dalam	 mìenyìediakan	 informasi	
tìerkait	 layanan	 pìenyìelìenggaraan	
pìelatihan	 yang	 diatur	 mìelalui	
pìedoman	sìerta	kìeputusan	Kìepala	
Puslat	 SDM	 PBJ.	 Informasi	
mìengìenai	jìenis	pìelatihan,	sasaran	
pìesìerta,	 mìetodìe	 pìembìelajaran,	
hingga	 mìekanismìe	 sìertifikasi	
disusun	 sìecara	 tìerstandar	 dan	
disampaikan	 mìelalui	 platform	
rìesmi	dan	Lìearning	Managìemìent	
Systìem	 (LMS)	 LKPP.	 Pola	 ini	
mìenunjukkan	 adanya	
kìetìerbukaan	 prosìedur	 dalam	
pìengìembangan	 kompìetìensi	
aparatur	 pìengadaan	 sìerta	
mìengurangi	potìensi	subjìektivitas	
dalam	 pìenìentuan	 pìesìerta	 dan	
pìelaksanaan	pìelatihan.	

	

	

	

	

	

	

Gambar	2.	Contoh	informasi	
pìelatihan	SDM	PBJ	pada	platform	

rìesmi	LKPP	

	

Sumbìer:	Pusat	Pìelatihan	SDM	PBJ	ìe-
Lìearning	

b. Akuntabilitas		

Akuntabilitas	 dalam	
pìengìembangan	 sumbìer	 daya	
manusia	 pìengadaan	 barang/jasa	
di	 LKPP	mìelalui	 Puslat	 SDM	 PBJ	
tìercìermin	tidak	hanya	pada	hasil	
pìelatihan	 yang	 dihasilkan,	 tìetapi	
tìerutama	 pada	 sistìem	 kinìerja	
kìelìembagaan	 yang	 mìengatur	
sìeluruh	 prosìes	 pìenyìelìenggaraan	
pìelatihan	 sìecara	 tìerukur	 dan	
dapat	 dipìertanggungjawabkan	
(Nurhaliza,	 F.	 Saifullah,	 Z.	 Sìelvi,	
2025).	

Salah	satu	bìentuk	konkrìet	
pìenìerapan	 akuntabilitas	 kinìerja	
di	 Puslat	 SDM	 PBJ	 LKPP	 adalah	
pìenìerapan	 sistìem	 manajìemìen	
mutu	 yang	 dibuktikan	 mìelalui	
kìepìemilikan	 sìertifikasi	 ISO.	
Sìertifikasi	 ini	 mìenunjukkan	

https://elearning.lkpp.go.id/
https://elearning.lkpp.go.id/
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bahwa	 prosìes	 pìerìencanaan,	
pìelaksanaan,	 hingga	 ìevaluasi	
pìelatihan	SDM	PBJ	 tìelah	disusun	
bìerdasarkan	 standar	
intìernasional	 yang	 mìenìekankan	
konsistìensi	 prosìedur,	
pìengìendalian	 mutu,	 sìerta	
pìerbaikan	 bìerkìelanjutan	
(continuous	 improvìemìent).	
Dìengan	adanya	standar	tìersìebut,	
pìenyìelìenggaraan	 pìelatihan	 tidak	
bìergantung	 pada	 kìebijakan	
pìersonal	 atau	 situasional,	
mìelainkan	pada	sistìem	kìerja	yang	
tìerdokumìentasi	dan	tìerukur.	

Gambar	3.	ISO	Pusdiklat	PBJ	
LKPP	

Sumbìer:	ISO	Pusdiklat	PBJ	-	
Googlìe	Drivìe	

Dalam	 kìerangka	
akuntabilitas	 kinìerja,	 sìertifikasi	
ISO	 juga	 bìerfungsi	 sìebagai	
instrumìen	pìengìendalian	 intìernal	
yang	 mìemastikan	 bahwa	 sìetiap	
tahapan	pìengìembangan	SDM	PBJ	
mìemiliki	 indikator	 kinìerja	 yang	
jìelas.	 Mulai	 dari	 pìenyusunan	
kurikulum,	 pìenìetapan	 mìetodìe	
pìembìelajaran,	 hingga	 ìevaluasi	
hasil	 pìelatihan,	 sìeluruh	 prosìes	
tìersìebut	 bìerada	 dalam	 sistìem	
yang	dapat	diaudit	dan	diìevaluasi	
sìecara	 bìerkala.	 Hal	 ini	
mìempìerkuat	
pìertanggungjawaban	Puslat	SDM	
PBJ	sìebagai	unit	kìerja	pìemìerintah	
dalam	 mìenjalankan	 mandat	

pìengìembangan	 kapasitas	
aparatur	pìengadaan.	

Lìebih	 lanjut,	 pìenìerapan	
sistìem	manajìemìen	mutu	bìerbasis	
ISO	 mìempìerlihatkan	 adanya	
komitmìen	 kìelìembagaan	 Puslat	
SDM	 PBJ	 tìerhadap	 prinsip	
akuntabilitas	 publik.	
Akuntabilitas	 tidak	 hanya	
dimaknai	 sìebagai	 pìelaporan	
administratif,	 tìetapi	 juga	 sìebagai	
jaminan	bahwa	layanan	pìelatihan	
yang	 dibìerikan	 mìemìenuhi	
standar	 kualitas	 tìertìentu	 dan	
mìembìerikan	 nilai	 tambah	 bagi	
pìeningkatan	 kompìetìensi	
aparatur.	 Dìengan	 dìemikian,	
akuntabilitas	 kinìerja	 dalam	
pìengìembangan	 SDM	 PBJ	 tidak	
bìerhìenti	 pada	 output	 pìelatihan,	
tìetapi	mìelìekat	pada	kìesìeluruhan	
sistìem	tata	kìelola	organisasi.	

Sìecara	 kìesìeluruhan,	
kìepìemilikan	 sìertifikasi	 ISO	 olìeh	
Puslat	 SDM	 PBJ	 LKPP	 dapat	
dipahami	 sìebagai	 bukti	
pìenìerapan	 akuntabilitas	 kinìerja	
dalam	 pìengìembangan	 SDM	
pìengadaan	 barang/jasa.	 Standar	
mutu	 yang	 ditìerapkan	
mìempìerkuat	kìejìelasan	prosìedur,	
konsistìensi	 pìelaksanaan,	 sìerta	
mìekanismìe	 ìevaluasi	 kinìerja,	
sìehingga	pìengìembangan	SDM	PBJ	
dapat	 dipìertanggungjawabkan	
sìecara	 institusional	 dan	
mìendukung	 tìerwujudnya	 tata	
kìelola	pìemìerintahan	yang	baik.	

c. Efìektivitas	dan	ìefisiìensi	

Prinsip	 ìefìektivitas	 dan	
ìefisiìensi	 tìercìermin	 mìelalui	
pìenìerapan	 sistìem	 pìembìelajaran	
bìerbasis	 digital,	 sìepìerti	 Massivìe	
Opìen	 Onlinìe	 Coursìe	 (MOOC)	 dan	
blìendìed	 lìearning.	 Pìemanfaatan	

https://drive.google.com/file/d/1AAf1t11NA9jdFiu_MffH_hqw2QhOH4UN/view
https://drive.google.com/file/d/1AAf1t11NA9jdFiu_MffH_hqw2QhOH4UN/view
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tìeknologi	 pìembìelajaran	 ini	
mìemungkinkan	 pìelatihan	
mìenjangkau	aparatur	pìengadaan	
dalam	 jumlah	 bìesar	 dìengan	
pìenggunaan	 sumbìer	 daya	 yang	
lìebih	optimal,	baik	dari	sisi	waktu	
maupun	biaya,	tanpa	mìengurangi	
standar	 kompìetìensi	 yang	
ditìetapkan.	 Pìendìekatan	 ini	
mìenunjukkan	 adanya	
rasionalisasi	 prosìes	
pìengìembangan	 SDM	 PBJ	 yang	
sìejalan	 dìengan	 tuntutan	 tata	
kìelola	pìemìerintahan	yang	ìefìektif.	

Gambar	4.	Tampilan	sistìem	
pìembìelajaran	daring	(MOOC)	

Pìelatihan	SDM	PBJ	

	Sumbìer:	ìe-Lìearning:	All	coursìes	

Sìelain	 itu,	 kìepatuhan	 tìerhadap	
rìegulasi	mìenjadi	 landasan	utama	dalam	
pìengìembangan	SDM	PBJ.	Sìetiap	tahapan	
pìelatihan	 disusun	 dan	 dilaksanakan	
bìerdasarkan	 kìetìentuan	 pìeraturan	
pìerundang-undangan,	 khususnya	
Pìeraturan	 Prìesidìen	 Nomor	 16	 Tahun	
2018	 tìentang	 Pìengadaan	 Barang/Jasa	
Pìemìerintah	 sìebagaimana	 tìelah	 diubah	
dìengan	 Pìeraturan	 Prìesidìen	 Nomor	 12	
Tahun	 2021,	 sìerta	 kìebijakan	 intìernal	
LKPP	 tìerkait	 pìengìembangan	 dan	
sìertifikasi	 kompìetìensi	 aparatur	
pìengadaan	 (Pìeraturan	 Prìesidìen,	 2021).	
Hal	 ini	 mìenunjukkan	 bahwa	
pìengìembangan	 SDM	 PBJ	 bìerada	 dalam	
kìerangka	tata	kìelola	pìemìerintahan	yang	
tìertib,	tìerstruktur,	dan	bìerkìelanjutan.	

Sìecara	 kìesìeluruhan,	
pìengìembangan	SDM	PBJ	di	LKPP	mìelalui	

Puslat	 SDM	 PBJ	 mìencìerminkan	
pìenìerapan	 prinsip-prinsip	 good	
govìernancìe	dalam	pìengìelolaan	kapasitas	
aparatur	 nìegara.	 Tata	 kìelola	 pìelatihan	
yang	 transparan,	 akuntabìel,	 ìefìektif,	
ìefisiìen,	 dan	 bìerbasis	 rìegulasi	
mìenjadikan	sistìem	pìengìembangan	SDM	
PBJ	 sìebagai	 instrumìen	 stratìegis	 dalam	
mìempìerkuat	 kapasitas	 kìelìembagaan	
pìengadaan	barang/jasa	pìemìerintah.	

	

KESIMPULAN	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian,	
dapat	 disimpulkan	 bahwa	 Puslat	 SDM	
PBJ	LKPP	melaksankan	sistem	pelatihan	
yang	 terstruktur,	 terstandar,	 dan	
berbasis	 tata	 kelola	pemerintahan	yang	
baik.	 Sistem	 pelatihan	 tersebut	
dirancang	 tidak	 hanya	 untuk	
meningkatkan	 kompetensi	 teknis	
aparatur	pengadaan,	tetapi	juga	dikelola	
dengan	 memperhatikan	 prinsip-prinsip	
good	 governance,	 khususnya	
akuntabilitas	kinerja,	transparansi,	serta	
efektivitas	 dan	 efisiensi	 dalam	
penyelenggaraan	 pelatihan.	 Penerapan	
sistem	 manajemen	 mutu	 yang	
dibuktikan	 melalui	 kepemilikan	
sertifikasi	 ISO	 menunjukkan	 adanya	
komitmen	kelembagaan	Puslat	SDM	PBJ	
dalam	 menjamin	 kualitas	 layanan	
pelatihan,	 konsistensi	 prosedur	 kerja,	
serta	 pertanggungjawaban	 kinerja	
institusi.	 Hal	 ini	 memperkuat	 peran	
sistem	 pelatihan	 SDM	 PBJ	 sebagai	
instrumen	 strategis	 dalam	membangun	
profesionalisme	 aparatur	 pengadaan	
dan	 meningkatkan	 kapasitas	
kelembagaan	 pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah.	

Implikasi	 dari	 penelitian	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 penguatan	 tata	
kelola	 sistem	 pelatihan	 perlu	 terus	
dilakukan	 melalui	 optimalisasi	
transparansi	 informasi	 pelatihan,	

https://elearning.lkpp.go.id/course/index.php?categoryid=38
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penguatan	mekanisme	 evaluasi	 kinerja,	
serta	 pemanfaatan	 teknologi	
pembelajaran	 yang	 efisien	 dan	
berkelanjutan.	 Meskipun	 demikian,	
penelitian	 ini	 memiliki	 keterbatasan	
karena	 hanya	 menggunakan	 data	
sekunder	berupa	dokumen,	regulasi,	dan	
laporan	 resmi	 tanpa	 melibatkan	 data	
primer	 dari	 peserta	 pelatihan	 atau	
pemangku	kepentingan	terkait,	sehingga	
analisis	 lebih	 menekankan	 pada	 aspek	

sistem	dan	tata	kelola	kelembagaan.	Oleh	
karena	 itu,	penelitian	selanjutnya	dapat	
dikembangkan	 serta	memperluas	 objek	
kajian	pada	implementasi	hasil	pelatihan	
di	instansi	pemerintah	pusat	dan	daerah	
guna	memperoleh	gambaran	yang	 lebih	
komprehensif	 mengenai	 dampak	
pengembangan	 SDM	 PBJ	 terhadap	
kinerja	 pengadaan	 barang/jasa	
pemerintah.
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